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[bookmark: page2]KATA PENGANTAR

Menjadi sebuah keharusan agar kita senantiasa memanjatkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala curahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada terhingga bagi bangsa dan negara tercinta ini khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar yang kita banggakkan. Tidak terasa kita telah melaksanakan tugas-tugas yang diamanati oleh Bupati Kepulauan Selayar Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 yang dijabarkan dimaksudkan  untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar periode tahun 2025-20259. Dimana saat ini, Tahun 2025Tahap awal RPJMD
Saat ini kami menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebagai perwujudan pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan atas pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah disetujui, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Taahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian pula ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
[bookmark: page3]Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dalah media pertanggung-jawaban yang menjadi selaras dengan Rencana Strategis Pemerintahan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025– 2029, hal ini adalah perwujudan tekad Pemerintah Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat menyajikan pertanggung-jawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu untuk mewujudkan Clean Government dan Good Governance.
Dengan segala upada meski dalam keterbatasan, , kami menyadari pula bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 tidak akan terwujud tanpa bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai stage holder. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua staff demikian pula dengan masyarakat luas yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya serta bantuan morilnya hingga program dan kegiatan selama Tahun 2025 yang dinamis dapat terlaksana dengan baik.
Kami juga menyadari terdapat berbagai kelemahan-kelemahan bahkan kekurangan yang harus kami dibenahi untuk lebih meningkatkan kualitas  dalam upaya untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik dan konsisten.
Sebagai akhir dari pengantar ini, kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan masyarakat luas pada umumnya
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dapat dideskripsikan dengan lugas bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan adalah membuat regulasi pelayanan umum, menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkuat persatuan bangsa lewat pelestarian kultural kebangsaan, pengembangan dan pendewasaan berdemokrasi Pancasila, menciptakan keadilan dan mejaga rasa keadilan, pelestarian lingkungan hidup secara berimbang dan berkesinambungan, penerapan dan penegakan perundang-udangan, yang kesemuanya dimaksukaan untuk mengembangkan hidup berbangsa dan bernegara secara toleran dalam dalam kesetaraan hukum. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka diciptakan landasan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan hasil dari demokrasi yang jujur dan adil.
Kita ketahui bahwa dewasa ini, tuntutan tegas dari masyarakat demokratis adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja aparatus pemerintahan yang baik. Target tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh. Dengan alasan tersebut, maka pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses kepemerintahan dalam rangka merealisasikan tujuan bersama untuk mewujud-nyatakan Good Governance. SAKIP mengarahkan adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.
Pada kondisi terkini, evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/instansi pemerintah. Hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemampuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil; pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja; perkembangan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; serta perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
[bookmark: page8]Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan mesin pendorong terwujudnya good governance. Dalam spektrum yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Pasilambena, dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun  berdasarkan pada indikator (inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Pasilambena yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2025.

[bookmark: page18]


B. Dasar Hukum
1. [bookmark: page21]Undang–Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
7. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasilambena (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 538);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);

1.1. Maksud Dan Tujuan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh instansi Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu di dalam laporan ini disa jikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.
2. Tujuan disusunnya LAKIP adalah untuk:
· Mendorong aparatur pemerintah kecamatan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebiijaksanaan yang akuntabel dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;
· Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif, dan responsip terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
· [bookmark: page22]Sebagai Feed Back/ umpan balik atas kinerja yang selama ini telah dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam pencapaian tujuan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat se-Kecamatan Pasilambena;
· Mempertanggungjawabkan kinerja Camat selaku perangkat daerah di kecamatan selama kurun waktu 1 tahun anggaran kepada Bupati.
· 
1.2. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah
Pembentukan kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Pasilambena, maka dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009:
[bookmark: page7][image: ]

Struktur organisasi Kecamatan Pasilambena  terdiri dari
1. Camat
A. Sekertaris
a. Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
b. Kasubag Program Keuangan
B. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
C. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
D. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
E. Kepala Sekse Kesejahtraan Sosial
F. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

		Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural
Keadaan ASN
Tabel 1.1
	No
	TINGKAT PENDIDIKAN
	JUMLAH
	PROSENTASE

	
	
	PNS
	CPNS
	PNS
	CPNS

	1
	S2
	1
	0
	7.14 %
	0

	2
	S1
	7
	0
	64.29 %
	0

	3
	D3
	1
	0
	7.14 %
	0

	4
	SLTA
	2
	0
	21.43 %
	0

	5
	STP
	0
	0
	0
	0

	6
	SD
	0
	0
	0
	0

	
	11
	0
	100 %
	0


Tabel 1. Jumlah ASN berdasarkan pendidikan
Tabel 1.2
Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat dan Golongan
	No
	Gol. Ruang
	Tingkat Pendidikan Formal  (orang)
	JML

	
	
	S2
	S1
	D3
	D2
	D1
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	1
	IV/c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	IV/b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	IV/a
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	4
	III/d
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	5
	III/c
	-
	4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	6
	III/b
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	7
	III/a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	II/d
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	II/c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	II/b
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	11
	II/a
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	Jumlah
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11


Tabel 2. Jumlah ASN berdasarkan pangkat/golongan
Perlengkapan :
Sedangkan Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Pasilambena meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.
Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Pasilambena disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

Tabel 1.3 
Data Asset Kecamatan Pasilambena:
	No.
	Jenis Barang /
Nama Barang
	Merk/
Type
	tahun pembeli an
	Asal usul
	Keterangan

	
	
	
	
	
	Kondisi
	Fisik

	1
	Mesin Proses Apung Lain-lain
	yanmar
	2014
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	Mesin Kapal 3 Unit..

	2
	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain
	Toyota / Rush S MT F 700
	2007
	Pembelian
	 
	Sekretariat Daerah

	3
	Sepeda Motor
	Yamaha / Vixision
	2013
	Pembelian
	 
	 

	4
	Sepeda Motor
	yamaha / Mio
	2013
	Pembelian
	 
	 

	5
	Sepeda Motor
	Zusuki / Thunder 125 N
	2007
	Pembelian
	RUSAK RINGAN
	FISIK ADA

	6
	Sepeda Motor
	zusuki F1 / SHOGUN 125
	2007
	Pembelian
	 
	 

	7
	Sepeda Motor
	YAMAHA / MIO M3 125 CC
	2015
	Pembelian
	 
	 

	8
	Sepeda Motor
	Yamaha / Yamaha New Mio M3 125
	2016
	Pembelian
	 
	 

	9
	Sepeda Motor
	Yamaha /  Mio Soul GT AKS SSS
	2018
	Pembelian
	 
	 

	10
	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain
	KAISAR KAISAR / KAISAR TRISEDA
	2015
	Pembelian
	RUSAK RINGAN
	ALAT ANGKUT RODA 3

	11
	Kapal Motor
	kapal Kayu / Kapal motor
	2014
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	Kapal motor angkutan Mahkota Pasilambena

	12
	Filling Besi/Metal
	Brother / -
	2007
	Pembelian
	 
	 

	13
	Lemari Makan
	-
	2008
	Pembelian
	 
	 

	14
	Lemari Kayu
	- / -
	2004
	Pembelian
	 
	 

	15
	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)
	-
	2009
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK ADA

	16
	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)
	GOLD POSTUREMATIC
	2018
	Pembelian
	 
	 

	17
	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)
	PILLO AMERICAN
	2018
	Pembelian
	 
	 

	18
	Tempat Tidur Kayu (lengkap)
	-
	2008
	Pembelian
	 
	 

	19
	Meja Rapat
	-
	2009
	Pembelian
	 
	 

	20
	Meja Rapat
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	21
	Meja Rapat
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	22
	Meja Makan
	-
	2008
	Pembelian
	 
	 

	23
	Meja Makan
	-
	2018
	Pembelian
	 
	Meja Makan dan Kursi Makan

	24
	Kursi Rapat
	Futura
	2014
	Pembelian
	 
	Kursi Rapat  (1 Paket.) 30 Buah.

	25
	Kursi Rapat
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	26
	Kursi Rapat
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	27
	Kursi Tamu
	-
	2008
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK TIDAK ADA

	28
	Kursi Tamu
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	29
	Kursi Biasa
	-
	2008
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK TIDAK ADA

	30
	Tenda
	Tenda Terowongan
	2017
	Pembelian
	 
	Tenda Terowongan

	40
	Sofa
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	31
	Lemari Pakaian
	-
	2008
	Pembelian
	 
	 

	32
	MOUBILER LAINNYA
	- / -
	2004
	Pembelian
	 
	 

	33
	Alat Pendingin Lain-lain
	Sharp
	2011
	Pembelian
	 
	Kulkas Serbaguna..

	34
	Alat Pendingin Lain-lain
	-
	2011
	Pembelian
	 
	Kulkas Satu Pintu

	54
	Televisi
	Panasonik
	2008
	Pembelian
	 
	 

	35
	Sound System
	BMB Audio Sistem / CS 450 V
	2014
	Pembelian
	 
	Sound Syistim untuk aula

	36
	Lap Top
	Sony
	2013
	Pembelian
	RUSAK RINGAN
	FISIK ADA

	37
	Lap Top
	Accer
	2014
	Pembelian
	 
	 

	38
	Lap Top
	ACCER / LAKTOP ACCER
	2015
	Pembelian
	 
	 

	39
	Lap Top
	LENOVO ULTRABOOK YOGA 13
	2015
	Pembelian
	 
	 

	40
	Lap Top
	ACCER
	2016
	Pembelian
	 
	LAPTOP

	41
	Lap Top
	Lenovo V330-6WID
	2018
	Pembelian
	 
	 

	42
	Lap Top
	Lenovo IP320
	2018
	Pembelian
	 
	 

	43
	Lap Top
	Ip330 Lenovo / Ip330 Lenovo
	2019
	Pembelian
	 
	CAMAT PASILAMBENA

	44
	Lap Top
	Ip320 Lenovo / Ip320 Lenovo
	2019
	Pembelian
	 
	SEKCAM

	72
	Printer
	Canon IP 2770 / IP 2770
	2014
	Pembelian
	 
	Printer Canon

	73
	Printer
	CANON MP 280 / MP 280
	2015
	Pembelian
	 
	PRINTER

	74
	Printer
	CANON / MP 280
	2015
	Pembelian
	 
	PRINTER

	45
	Printer
	CANON / IP 2770
	2015
	Pembelian
	 
	PRINTER

	46
	Printer
	Hp Deksjet / -
	2007
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK ADA

	47
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
	-
	2009
	Pembelian
	 
	 

	48
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain
	Futura
	2014
	Pembelian
	 
	 

	49
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
	Futura / Sandaran Tinggi
	2014
	Pembelian
	 
	 

	50
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
	Brother / -
	2007
	Pembelian
	 
	 

	51
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
	Brother
	2014
	Pembelian
	 
	Lemari Arsip 1 Buah

	52
	Proyektor + Attachment
	Sony / VPL DX102HDMI
	2015
	Pembelian
	 
	1. LCD DAN LAYAR SONY

LCD DAN LAYAR (PROYEKTOR)

	53
	Microphone/Wireless Mic
	-
	2009
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK ADA

	54
	Microphone/Wireless Mic
	VISHIBA / PRO VT-U1009NEW
	2015
	Pembelian
	 
	 

	55
	Professional Sound System
	Yamaha
	2012
	Pembelian
	 
	Keyboard Elekton

	56
	Camera Electronic
	EOS 1500D / GS1-128
	2019
	Pembelian
	 
	CAMAT

	57
	Amplifier
	DA - 2000 Pro / ICKC 0920
	2014
	Pembelian
	 
	 

	93
	Sound System
	-
	2009
	Pembelian
	 
	 

	58
	Handy Talky
	Morgen / MGH.8
	2017
	Pembelian
	 
	 

	59 
	Meja 
	
	2024
	Pembelian
	
	

	60
	Kursi
	futura
	2024
	Pembelian
	
	

	61
	Laptop
	
	2025
	Pembelian
	
	

	62
	Printer
	
	2025
	Pembelian
	
	



B. Isu Strategis Organisasi
 	Adapun isu-isu strategis yang di rumuskan berdasarkan kajian KLHS RPJMD 2025 – 2029 pada Kecamatan Pasilambena dalam Penentuan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakn Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

			Tabel 1.4

Isu Strategis Kecamatan Pasilambena
	Permasalahan Kecamatan Pasilambena
	Isu KLHS
yang relevan dengan Kecamatan Pasilambena
	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Kecamatan Pasilambena
	
Isu strategis Kecamatan
Pasilambena

	
	
	Global
	Nasional
	Regional
	

	Peningkatan
	Tata	kelola
	Pemberantasan
	Tata Kelolah
	mewujudkan
	Pengembangan	potensi

	Pelayanan Kepada
	pemerintahan
	Korupsi
	dan Akuntabilitas
	prinsip kepemerintahan
	wilayah	yang
berkelanjutan,

	Masyarakat
	
	
	Pemerintahan
	yang baik yakni
	peningkatan	kualitas

	
	
	
	
	efektivitas,
	sumber daya manusia

	
	
	
	
	efisiensi,
	dalam	memberikan

	
	
	
	
	akuntabilitas,
	pelayanan, Pengelolaan

	
	
	
	
	transparansi,
	sumber daya alam dan

	
	
	
	
	partisipasi dan
	pemenuhan	pangan,

	
	
	
	
	ketaatan hukum
	pengelolaan	lingkungan

	
	
	
	
	sebagai
	hidup	yang	adaptif,

	
	
	
	
	perilaku terpola
	Peningkatan	keamanan

	
	
	
	
	di	kalangan
	dan ketertiban umum

	
	
	
	
	ASN.
	



Terhadap Isu strategis tersebut dan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Selayar,  berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pasilambena dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan pada sub bab ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.5
Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Pasilambena

	No.
	Operasionalisasi NSPK
	Arah Kebijakan RPJMD
	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pasilambena
	Keterangan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Penyediaan sumber daya,
	Meningkatkan
	Peningkatan Kapasitas
	

	
	pelatihan dan sosialisasi
	pelayanan publik
	SDM Kecamatan,
	

	
	
	berbasis teknologi
	Peningkatan kualitas
	

	
	
	informasi
	pelayanan Publik
	

	
	
	
	terstandarisasi
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BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGI
1. Visi  dan Misi Kecamatan Pasilambena
Visi Kecamatan Pasilambena adalah “Layanan Umum dan Perlindungan Masyarakat Berkualitas Tinggi Menuju Tercapainya Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Pasilambena”.  
Visi tersebut dimaksudkan sebagai arah untuk mewujudkan Kantor Kecamatan Pasilambena sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan- perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius.
Pencapaian Visi tersebut dilaksanakan dengan beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan Yang  Maju, Sejahtera dan Religius, yaitu :
a. Pengurusan dan pengaturan bagian urusan pelayanan umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya penataan organisasi kecamatan.
b. Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya.
c. Fasilitasi dan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.
d. Fasilitasi penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat.
e. Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat lokal.
[bookmark: page38]Ketetapan misi Kecamatan Pasilambena tersebut diatas, nantinya diharapkan pergerakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pasilambena yang berada di wilayahnya dapat bersinergis dalam mencapai tujuan yang diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan dan Analisa SWOT 
Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :
a. Analisis Lingkungan Internal 
1) Faktor Kekuatan (Strong)
a) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor    Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor   Tahun 2008 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. 
b) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi, dimana keterbatas jumlah personil menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kerjasama.
c) Pola kerja di Kecamatan Pasilambena yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif; Paralelisasi pekerjaan yang dioptimalkan.
d) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
e) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
f) Sumber Daya Manusia yang mempunyai etos kerja yang tinggi.
2) Faktor Kelemahan (Weakness)
a) Kurangnya jumlah pegawai di SKPD Kecamatan Pasilambena dan di tingkat desa;
b) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
c) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
d) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
e) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
f) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
g) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
b. Analisis Lingkungan Eksternal
1) Faktor Peluang (Opportunity)
a) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah mulai tertata dengan baik.
b) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pasilambena.
c) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
d) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
e) Letak Kecamatan Pasilambena di tenggara yang berbatas laut langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara di Timur.
f) Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Selayar Tahun 2025 – 2029 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
2) Faktor Ancaman (Threat)
a) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
b) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
c) Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pasilambena;
d) Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.
e) Letak geografis kepulauan yang jauh dari ibukota kabupaten yang sering luput dari perhatian pemerintah dan legislatif.	
Tabel 1.6
1. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
	NO
	MISI
	TUJUAN

	1.
	Pengurusan dan pengaturan bagian urusan pelayanan umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya penataan organisasi kecamatan
	Mewujudkan Pengurusan dan pengaturan bagian urusan pelayanan umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya penataan organisasi kecamatan

	2.
	Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya
	Mewujudkan Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya

	3.
	Fasilitasi dan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.
	Mewujudkan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa

	4.
	Fasilitasi penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat
	Mewujudkan penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat 

	5.
	Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat lokal
	Mengoptimalkan Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat lokal



b. Sasaran

	NO
	Tujuan
	Sasaran

	1.
	Mewujudkan Penyelenggaranya Kehidupan Beragama Dan Pemantapan Nilai-Nilai Religius Masyarakat
	· Kesadaran terhadap kehidupan Bergama dan nilai-nilai religius keagamaan masyarakat semakin terwujud dalam kehidupan social kemasyarakatan


	2.
	Mewujudkan Pengurusan Dan Pengaturan Bagian Urusan Pelayanan Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Upaya Penataan Organisasi Kecamatan
	· Tuntas penyiapan system manajemen dan tahapan menuju pengelolaan SDM berkualitas
· Tuntas penyiapan/pengadaan dan kemanfaatan asset, infrastruktur administrasi dan pelaksanaan fungsi organisasi kecamatan
· Laporan keuangan sesuai standar pertanggungjawaban keuangan yang berlaku dalam system pengelolaan keuangan daerah

	3.
	Mewujudkan Pengurusan Dan Pengaturan Bagian Pelayanan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan, Lingkungan Hidup Dan Kependudukan Serta Lingkungan Strategis Lainnya
	· Tuntas pengurusan upaya peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masrakat
· Tuntas penata kelolaan lingkungan yang berorientasi pelestarian dan perlindungan wilayah kecamatan
· Tuntas pengurusan dan pengaturan kependudukan dan catatan sipil di kecamatan

	4.
	Mewujudkan Penegakan Perda Serta Kebijakan Lainnya, Pendidikan Politik Dan Pembinaan Kesatuan Bangsa
	· Tuntas penegakan perda dan kebijakan lainnya sebagai uapaya penciptaan kesadaran masyarakat
· Peran kecamatan yang selalu meningkatkan dalam memfasilitasi peningkatan pendidikan politik dan pembinaan kestuan bangsa dikecamatan

	5.
	Mengoptimalkan Fasilitasi Pengelolaan Potensi Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dalam Kerangka Ekonomi Masyarakat Lokal 
	· Tuntas perencanaan pengelolaan potensi berbasis pemanfaatan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan
· Kemandirian industri berskala mikro sebagai ekonomi baru dan penyangga ekonomi daerah



2. Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Misi Pertama	:	Fasilitasi penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Mewujudkan penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat 
	Kesadaran terhadap kehidupan Bergama dan nilai-nilai religius keagamaan masyarakat semakin terwujud dalam kehidupan social kemasyarakatan
	· Keselarasan kehidupan beragama dan nilai-nilai religi serta penanaman perilaku hidup beragama
	· Peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma agama




Misi Kedua 	: 	Pengurusan Dan Pengaturan Bagian Urusan Pelayanan Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Upaya Penataan Organisasi Kecamatan

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Mewujudkan Pengurusan dan pengaturan bagian urusan pelayanan umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya penataan organisasi kecamatan
	Tuntas penyiapan sistem manajemen dan tahapan menuju pengelolaan SDM berkualitas
	· Peningkatan Sumber Daya Aparatur


· Pembinaan dan pengembanagan aparatur

· Peningkatan kesejahteraan pegawai
	· Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui pendidikan dan latihan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan
· Pembangunan system pembinaan dan pengembangan informasi kepegawaian
· Peningkatan daya dukung operasional organisasi

	
	Tuntas penyiapan/pengadaan dan kemanfaatan asset, infrastruktur administrasi dan pelaksanaan fungsi organisasi kecamatan
	· Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
· Pembinaan dan pengembanagan aparatur

	· Pengembangan sarana dan prasarana
· Penguatan administrasi perkantoran


	
	Laporan keuangan sesuai standar pertanggungjawaban keuangan yang berlaku dalam system pengelolaan keuangan daerah 
	· Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
· Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
· Pembinaan dan fasilitasi keuangan desa
	· Penataan keuangan berbasis kinerja efektif dan efesien
· Penataan sumber-sumber keuangan daerah

· Sinergitas tata kelola keuangan organisasi



Misi Ketiga 	: 	Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya.

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Mewujudkan Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya
	Tuntas pengurusan upaya peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masrakat

	· Program Keluarga Berencana
· Program upaya kesehatan masyarakat
· Pembinaan dan pengawasan kebutuhan pendidikan 
· Peningkatan keberdayaan masyarakat desa
· Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	· Penekanan angka kelahiran menuju keluarga sehat
· Perbaikan pola hidup dan kesehatan masyarakat
· Pemenuhan kebutuhan pendidikan
· Penguatan keberdayaan melalui pengembangan potensi dan nilai-nilai local masyarakat
· Penguatan kapasitas perencanaan partisipasif dan pemberdayaan masyarakat

	
	Tuntas penata kelolaan lingkungan yang berorientasi pelestarian dan perlindungan wilayah kecamatan
	· Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	· Pelestarian lingkungan secara berkelanjutan


	
	Tuntas pengurusan dan pengaturan kependudukan dan catatan sipil di kecamatan
	· Penataan administrasi kependudukan
	· Pemanaatan system manajemen kependudukan





Misi Keempat	 : 	Fasilitasi dan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Mewujudkan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa
	Tuntas penegakan perda dan kebijakan lainnya sebagai uapaya penciptaan kesadaran masyarakat
	· Peningkatan dan kenyamanan lingkungan 
	· Sinkroni program dan kegiatan stabilitas wilayah

	
	Peran kecamatan yang selalu meningkatkan dalam memfasilitasi peningkatan pendidikan politik dan pembinaan kestuan bangsa dikecamatan 
	· Pendidikan politik masyarakat
· Pengembangan wawasan kebangsaan
	· Penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam menyikapi dinamika demokrasi politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat
· Pembinaan ketahanan ideology negara

	
	Meningkatkan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat
	· Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
	· Peningkatan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan instansi terkait, serta lembaga lembaga social measyarakat





Misi Kelima 	: 	Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat lokal

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Mewujudkan penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat 
	Mengoptimalkan Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat lokal
	· Pengembangan destinasi parawisata
· Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
· Peningkatan produksi pertanian
· Pengembangan nilai budaya
	· Alokasi wisata dan peningkatan informasi kepariwisataan
· Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan
· Pengembangan pertanian
· Penggalian budaya local untuk mengdukung pengembangan wisata



3. Kebijakan
Defenisi dari kebijakan operasional adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan operasional merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan kebijakan merupakan hasil dari penjabaran strategi yang cocok dan dapat dilaksanakan.
Berikut ini langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Camat Pasilambena :
a. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik dan mendorong pemerintah di tingkat desa untuk lebih intensif dan progresif meningkatan pelayanan publik kepada masyarakat;
c. Mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang tertib hukum dan tertib lingkungan.
d. Optimalisasi potensi ekonomi sebagai peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah desa.
e. [bookmark: page40]Meningkatkan dan manfaatkan sarana / prasaranasecara;
f. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi petugas pelayanan dan mendorong peningkatan pelayanan prima di tingkat desa ;
g. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga dari tingkat kecamatan hingga ketingkat desa ;
h. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk meningkatkan sinergitas program kerja melalui kegiatan koordinasi yang lebih intensif dan periodik;
i. Mengembangkan semangat toleransi, kekeluargaan dan kerukunan melalui kegiatan yang bersifat keagamaan / religi yang periodik;
j. Mendorong kegiatan-kegiatan dengan semangat kearifan lokal yang berbasis pada budaya dan adat serta berbasis pada pelestarian lingkungan.
k. Menciptakan stabilitas keamananan wilayah yang berkesinambungan.
4. Program
Program adalah sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran. Program yang ditetapkan untuk tahun  disesuaikan dengan program kerja dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.7
program kerja dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan
	KODE
	URAIAN

	Prog
	Keg
	Sub-keg
	

	1
	2
	3
	4

	01
	 
	 
	Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan

	 
	1
	 
	 
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	 
	 
	1
	 
	 
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi      Kinerja Perangkat Daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

	 
	 
	2
	 
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	6
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan

	 
	 
	 
	 
	 
	7
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuanagan Akhir Tahun

	
	
	
	
	
	8 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanagn Bulanan/Triwulan/Semesteran

	 
	 
	3
	 
	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 

	 
	 
	 
	 
	 
	9
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	
	
	
	
	
	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	
	
	
	
	
	11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	
	
	
	
	
	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	
	
	
	
	13
	Fasilitas Kunjungan Tamu

	
	
	
	
	
	14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	 
	 
	4
	 
	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	15
	Pengadaan Sarana dan SPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	 
	 5
	 
	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

	 
	 
	 
	 
	 
	16
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

	 
	 
	 6
	 
	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	2 
	 
	 
	 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

	 
	 
	7
	 
	 
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	 
	3 
	 
	 
	 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 


	 
	 
	 8
	 
	 
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Sinkronisasi Progran Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

	 
	 
	 9
	 
	 
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	21
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa

	 
	 4
	 
	 
	 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


	 
	 
	10
	 
	 
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraaan Ketentraman da Ketertiban Umum

	 
	 
	 
	 
	 
	22
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahnan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

	 
	5
	 
	 
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum


	 
	 
	11
	 
	 
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  

	 
	 
	 
	 
	 
	23
	Harmonisasi Hubungan dengan Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	
	6
	
	                          Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  



	
	
	12
	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  

	
	
	
	
	
	24
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemetintahan Desa

	
	
	
	
	
	25
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  

	
	
	
	
	
	26
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Paartisipatif

	
	
	
	
	
	27
	Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya 

	
	
	
	
	
	28
	Koordinasi  Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan   



					






Tabel 1.8
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

	NO
	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN
	Keterangan 

	1
	2
	3 
	4
	5
	6=(5/4)*100
	7

	1
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pasilambena

	persen
	79,61%
	79,61%
	79,61
	 

	2
	Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit).

	Meni
	60
	60 
	60
	 

	3
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan.

	Angka
	1
	1
	1
	 

	4
	Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan.
	Persen
	0,5
	 0,5
	0,5%
	

	5
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam.

	Kali
	1
	1
	100%
	

	6
	Nilai SAKIP Kecamatan Pasilambena
	Angka
	50
	50
	100%
	 











C. RENCANA KERJA TAHUNAN
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan Agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yeng realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Daftar tabel halaman berikut (berdasarkan tabel tc. 27 Renstra 2025 – 2026) :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasilambena	1
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasilambena | 2026
	[image: ]4



Rencana Kinerja Tahun 2025
Nama SKPD	: 	Kantor Camat Pasilambena

	NSPK dan Sasaran RPJMD
yang Relevan
	Tujuan
	Sasaran
	Outcome
	Output
	Indikator
	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	Keterangan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi,	dan ketentraman masyarakat		di kecamatan melalui	tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
	
	
	
	Tingkat	kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Pasilambena
	
	

	
	
	Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang	cepat,
mudah,	dan akuntabel
	
	
	Waktu	rata-rata
penyelesaian	layanan administrasi (menit)
	
	

	
	
	
	
	
	Persentase	Capaian Realisasi Anggaran OPD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Daerah Kabupaten/Kota
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	Persentase	Capaian Kinerja OPD
	
	

	
	
	
	
	
	Persentase	realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD
	
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi	dan	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi	dan	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi	dan	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase	Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
	

		
	
	
	
	
	
	Penatausahaan	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi	dan	Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Persentase Terlaksananya Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Penyusunan	Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
	

	
	
	
	
	Terlaksananya administrasi	
	Porsentase Terlaksananya
	Administrasi Kepegawaian Perangkat
	

	
	
	
	
	 Kepegawaian Perangkat Daerah
	Kepegawaian	Perangkat Daerah
	Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya
	

	
	
	
	
	
	
	Pendataan	dan	Pengolahan AdministrasiKepegawaian
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	

	
	
	
	
	
	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai
	

	
	
	
	
	
	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	

	
	
	
	
	
	
	Sosialisasi	Peraturan	Perundang- Undangan
	

	
	
	
	
	
	
	Bimbingan	Teknis	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	

	
	
	
	
	Tersedianya	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Porsentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Administrasi	Umum	Perangkat Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan	Komponen	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan	Peralatan	dan Perlengkapan Kantor
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan	Peralatan	Rumah Tangga
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan	Bahan	Bacaan	dan Peraturan Perundang-undangan
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Bahan/Material
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	

	
	
	
	
	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD
	

	
	
	
	
	
	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
	Porsentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang diadakan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan	Kendaraan	Dinas Operasional atauLapangan
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Mebel
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Porsentase Tersedianya Jasa Penunjang	Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan	Jasa	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	

		
	
	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Pemliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Porsentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	

	
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan Mebel
	

	
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	

	
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	

	
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
	

	
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	

	
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	

	
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP
	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan 
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	

	
	
	
	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan yang di laksanakan  di  Tingkat
	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan yang di laksanakan  di  Tingkat Kecamatan
	Porsentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang dilaksanakan  di  tingkat Kecamatan
	Koordinasi	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	

	
	
	
	
	
	
	Peningkatan	Efektifitas	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	

	
	
	
	
	Persentase	Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	Penyelenggaraan	Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	

	
	
	
	
	Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dipelihara
	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dipelihara
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	

	
	
	
	
	
	
	Pelaksanaan	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang MelibatkanPihak Swasta
	

	
	
	
	
	Terlaksananya	Urusan
Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
	Persentase Urusan
Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
	Pelaksanaan	Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada camat
	

	
	
	
	
	
	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan
	

		
	
	
	
	
	
	Perizinan Non Usaha
	

	
	
	
	
	
	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkaitdengan Non Perizinan
	

	
	
	
	
	
	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Pembinaan dan	Pengawasan Pemerintah Desa
	Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	

	
	
	
	
	Persentase terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
	Terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi	dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi	Penyusunan	Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi	Pengelolaan	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi	Pelaksanaan	Pemilihan Kepala Desa
	

	
	
	
	
	
	
	Rekomendasi	Pengangkatan	dan Pemberhentian Perangkat Desa
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi	Penyusunan
	

		
	
	
	
	
	
	PerencanaanPembangunan Partisipatif
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	

	
	
	
	
	
	
	Koordinasi	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
	

	
	
	
	
	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan
	Persentase konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan
	PROGRAM	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	

	
	
	
	
	
	
	Penyelenggaraan	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	

	
	
	
	
	
	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
	

	
	
	
	
	
	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna
	

		
	
	
	
	
	
	
	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	

	
	
	
	
	
	
	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
	

	
	
	
	
	
	
	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
	

	
	
	
	
	
	
	
	Pelaksanaan	Tugas	Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	Tingkat	Kriminalitas		di Kecamatan		per	1.000
penduduk
	
	PROGRAM	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	

	
	
	
	
	
	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman	dan Ketertiban Umum
	PersentaseKoordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	
	
	Harmonisasi	Hubungan	dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	

	
	
	
	
	
	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	

	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	

	
	
	
	
	Persentase	partisipasi
masyarakat	dalam perencanaan Pembangunan
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	

	
	
	
	
	Persentase	lembaga kemasyarakatan yang aktif
	Persentase	lembaga kemasyarakatan yang aktif
	
	

	
	
	
	
	Persentase pembangunan/rehabilitasi sarana	prasarana Desa/Kelurahan		yang diselesaikan tepat waktu
	Persentase pembangunan/rehabilitasi sarana	prasarana Desa/Kelurahan		yang diselesaikan tepat waktu
	
	

	
	
	
	
	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat	Desa/kelurahan yang		mendapatkan pemberdayaan
	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat Desa/kelurahan	yang mendapatkan pemberdayaan
	
	

	
	
	
	
	Persentase	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	

	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Desa
	

	
	
	
	
	
	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan
	Persentase	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	

	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Pembangunandi Kelurahan
	

	
	
	
	
	
	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	

	
	
	
	
	
	
	Pemberdayaan	Masyarakat	di Kelurahan
	

	
	
	
	
	
	
	Evaluasi Kelurahan
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Pemberdayaan	Lembaga Kemasyarakatan
	Terlaksananya Pemberdayaan	Lembaga Kemasyarakatan
	Pemberdayaan	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	

	
	
	
	
	
	
	Penyelenggaraan	Lembaga Kemasyarakatan
	

	
	
	
	
	
	
	Peningkatan	Kapasitas LembagaKemasyarakatan
	

	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana LembagaKemasyarakatan
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi	Pengembangan	Usaha Ekonomi Masyarakat
	

	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi	Pemanfaatan	Teknologi Tepat Guna
	

	
	
	
	
	Terlaksananya koordinasi dan	sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	

	
	
	
	
	
	
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
	

	
	
	
	
	
	
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
	

	
	
	
	
	
	
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
	

	
	
	
	
	Terlaksananya Pemberdayaan	dan Kesejahteraan	Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	Persentaseterlaksananya Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	

	
	
	
	
	
	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	

	
	
	
	
	
	
	Peningkatan	Ketahanan	Pangan Keluarga
	

	
	
	
	
	
	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
	

	
	
	
	
	
	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	

	
	
	
	
	
	
	
	




D. ERJANJIAN KINERJA 2025

Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 , Perjanjian Kinerja antara Camat Pasilambena dengan Bupati Kepulauan Selayar ditetapkan, sebagai berikut :
	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target

	1
	Meningkatanya Pelayanan Tata Pemerintahan
	Terkoordinasikannya penyelenggaraan pemerintahan dalam melakukan pelayanan prima
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur
Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
	1. Meningkatnya kehadiran kepala sekolah, guru ASN dan guru tenaga kontrak di tempat tugas masing-masing.
2. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan tenaga pengajar.
3. Persentase keaktifan kepala desa dan perangkat desa pada jam kerja. 
4. Tersedianya rekapitulasi data pemerintah desa dan potensi desa

	2
	Meningkatnya Pelayanan, Pembinaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunnan
	Berkurangnya Penduduk Miskin
Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Melakukan pemeliharaan saranan dan prasarana Pelayanan umum bersama pemerintah desa dan masyarakat
	1. Meningkatnya pengawaasan fisik sesuai alokasi anggaran pembangunan desa.
2. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan kelancaran program / kegiatan pembangunan desa sesuai alokasi anggaran.
3. Meningkatnya pengawasan dan pemeliharaan saarana dan prasarana umum.

	3.
	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi Dan Fasilitasi Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya Aktifitas Keagamaan dam Kesalehan Sosial Serta Toleransi Antar Umat Beragama
Meningkatnya Prestasi Olah Raga Bagi Pemuda dan Masyarakat
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	1. Persentase peningkatan proses jam belajar mengajar di sekolah.
2. Menurunnya persentase jumlah anak putus sekolah.
3. Terbangunnya kerjasama kegiatan kepemudaan melalui Karang Taruna
4. Tercapainya peningkatan Kecamatan Sehat dan Desa Sehat

	4
	Meningkatnya Fasilitasi, Penyelenggaraan Layanan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
	1. Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
2. Meningkatnya persentase program / kegiatan pembangunan melalui padat karya.

	5
	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	1. Meningkatnya kualitas kantibmas melalui pengawaasan ; miras, judi, kenakalan remaja.
2. Presentase penurunan keterlibatan usia sekolah dalam tidak kriminal



E. PENETAPAN KINERJA
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk 
1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, 
2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima  amanah dengan pemberi amanah, 
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan  pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 
4. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai  dasar  evaluasi  kinerja aparatur, dan 
5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi
Kecamatan Pasilambena telah membuat penetapan kinerja tahun  secara berjenjang  sesuai  dengan  kedudukan,  tugas  dan  fungsi  yang  ada.  Penetapan kinerja  ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja. Penetapan Kinerja Kecamatan  Pasilambena disusun  dengan berdasarkan  pada  Rencana  Kinerja  tahun    yang  telah  ditetapkan  secara ringkas,  gambaran  keterkaitan  tujuan,  sasaran  strategis  yang  terdapat  dalam RPJMD/Rensra, RKT dan Penetapan Kinerja (PK) indikator kinerja dan target Kecamatan Pasilambena tahun  sebagai berikut  : (table halaman berikut). Tabel ini berdasarkan format tabel tc.27 di RENSTRA 2025 – 2029.
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RENSTRA 2025 – 2029
	Bidang Urusan Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output
	Indikator  (Outcome) / (Output)
	Baseline 2024
	Target dan Pagu Indikatif Tahun
	Ket

	
	
	
	
Tahun 2025
	Tahun 2026
	Tahun 2027
	Tahun( 2028
	Tahun 2029
	Tahun 2030
	

	
	
	Target
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	KECAMATAN PASILAMBENA
	
	
	
	
1.931.649.700


	
	1.541.741.200

	
	
2.196.335.800


	
	
2.129.647.700

	
	
2.156.709.600


	
	2.233.348.100

	

	PROGRAM  PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase Capaian Realisasi Anggaran 
	86
	87
	
1.839.937.400
	75
	
1.481.853.700


	73
	

2.045.890.400

	74
	1.960.289.800

	75
	1.977.746.700

	80
	2.032.500.200

	

	
	Persentase Capaian Kinerja OPD
	91
	
	
	80
	
	82
	
	84
	
	85
	
	86
	
	

	
	Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD
	91
	
	
	95
	
	97
	
	98
	
	99
	
	100
	
	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu
	80
	80
	
                 


   33.658.600
	80
	        
        7.245.400 

	80
	        
        19.910.000 


	80
	          
        19.910.000 
 

	80
	        
        19.910.000 


	80
	        19.910.000 

	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 
	1
	1
	


10.822.300
	1
	
	1
	
	1
	          

	1
	          

	1
	          

	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 
	2
	2
	
                    13.603.400

	2
	        2.436.400 

	2
	9.955.000
	2
	          
           9.955.000 


	2
	          
           9.955.000 


	2
	          
           9.955.000 


	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 
	2
	2
	
                    9.232.900 

	2
	        4.809.000 

	2
	9.955.000
	2
	           9.955.000 

	2
	          
           9.955.000 


	2
	          
           9.955.000 


	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
	80
	80
	
             

1.456.902.600
	80
	   
   1.255.341.000

	80
	   1.639.444.800 
	80
	     1.460.119.800 
	80
	   1.532.265.100

	80
	   1.542.744.500

	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 
	14
	11
	
             
1.452.893.000
	11
	   1.251.293.000

	11
	1.161.680.800 
	11
	1.161.680.800
	11
	1.161.680.800
	11
	1.161.680.800 
	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 
	1
	1
	




     4.009.600
	1
	     4.048.000
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu
	80
	80
	
                      

7.299.700

	80
	          7.047.000
	80
	          7.820.900 

	80
	                                 7.820.900 
 


	80
	                       7.820.900 


	80
	                       7.820.900 
 

	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen) 
	4
	4
	
                     


	4
	           

	4
	          7.820.900 

	4
	                       7.820.900


	4
	             7.820.900 
	4
	             7.820.900

	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 
	4
	4
	


  7.299.700
	4
	7.047.000
	4
	
	4
	
	4
	
	4
	
	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik
	80
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket) 
	11
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 
	11
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase pemenuhan administrasi umum  kantor
	80
	80
	
               
175.527.300
	80
	      
      91.023.100 


	80
	            
      276.351.500 


	80
	   
        312.880.000 

	80
	      312.880.000 

	80
	      312.880.000 

	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket) 
	1
	1
	                 


1.936.000

	1
	        

	1
	        34.064.000 

	1
	          30.000.000 

	1
	          30.000.000 


	1
	          30.000.000 


	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket) 
	1
	1
	

       21.844.300
	1
	

21.448.100
	1
	

30.000.000
	1
	

30.000.000 

	1
	

30.000.000 

	1
	

30.000.000 

	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket) 
	2
	2
	
                    2.572.000

	2
	        6.500.000 

	2
	           9.407.500 

	2
	          10.000.000 

	2
	          10.000.000 

	2
	          10.000.000 

	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 
	2
	2
	
                    

	2
	          

	2
	          2.880.000 

	2
	          2.880.000 

	2
	          2.880.000 

	2
	          2.880.000 

	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 
	1
	1
	

46.050.000
	1
	4.950.000
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 
	129
	70
	
               103.125.000 

	129
	      58.125.000

	123
	      200.000.000 

	128
	        240.000.000 

	128
	        240.000.000 

	128
	        240.000.000 

	

	Pengadaan   Barang   Milik   Daerah   Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah
	80
	80
	

	80
	
	80
	        

	80
	        
          56.615.900 


	80
	        

	80
	        
        46.281.600 


	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
          21.615.900 

	1
	
	1
	
                  25.000.000 


	

	Pengadaan Mebel
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	2
	          15.000.000 

	1
	30,000,000
	1
	          

	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	          20.000.000 

	1
	36,972,580
	1
	          
        21.281.600 


	

	Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	80
	80
	
                

  95157.200
	80
	        
        
79.067.200

	80
	        87.863.200
	80
	          87.863.200

	80
	        87.863.200

	80
	87.863.200 
	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 
	12
	12
	
                    


   11.220.000
	12
	          11.460.000 

	12
	           6.360.000 

	12
	           6.360.000 

	12
	           6.360.000 

	12
	           6.360.000 

	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 
	1
	1
	




   27.980.000
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan) 
	17
	17
	
                 

55.957.200

	18
	        67.607.200 

	18
	        81.403.200 

	18
	        81.403.200 

	18
	        81.403.200 

	18
	        81.403.200 

	

	Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
	80
	80
	
                 

71.392.000 

	80
	   42.130.000     
	80
	        14.500.000 

	80
	          15.000.000 

	80
	        17.007.500 

	80
	        15.000.000 

	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 
	7
	7
	
                 63.412.000

	7
	
21.800.000 

	7
	
14.500.000 

	7
	
          15.000.000 

	7
	
          15.000.000 

	7
	
          15.000.000 

	

	Pemeliharaan Mebel
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	           2.007.500 

	1
	
	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 
	1
	1
	


7.980.000
	1
	20.330.000
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP
	94
	0
	 
	0
	
	96
	        21.138.000 

	97
	          20.820.100 

	98
	        19.617.900 

	99
	        19.851.600 

	

	Koordinasi           Penyelenggaraan           Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Persentase kegiatan penyelengaraan  pemerintahan yang fasilitasi dan dikoordinasikan
	80
	80
	
	80
	
	80
	        10.461.000 

	80
	          15.000.000 

	80
	          10.000.000 

	80
	          10.000.000

	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	        10.461.000 

	1
	15.000.000
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Persentase Kegiatan Urusan  yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	80
	80
	
	80
	
	80
	        10.677.000 

	80
	          11.285.100 

	80
	        9.617.900 

	80
	        9.851.600 

	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Laporan) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	10.677.000

	1
	5.820.100

	1
	9.617.900 

	1
	9.851.600

	

	Pelaksanaan      Urusan      Pemerintahan      yang
Dilimpahkan kepada Camat
	Persentase kegiatan Pelaksanaan Urusan  Pemerintahan  yang  dilimpahkan Kepada Camat
	80
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) 
	1
	
1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkaitdengan Non Perizinan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan (Laporan) 
	1
	
1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 
	1
	
1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
	97
	98
	
               32.839.900 

	100
	      
      36.289.000 


	100
	      
        41.721.100

	100
	          
          52.643.900 


	100
	        
        60.296.900
 

	100
	            71.425.500 


	

	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
	75
	75
	
	80
	
	85
	
	90
	
	95
	
	100
	
	

	
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu
	100
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	

	
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan
	80
	80
	
	80
	
	85
	
	90
	
	95
	
	98
	
	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Persentase Kegiatan  Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan
	80
	80
	
               32.839.900

	80
	      36.289.000

	80
	        41.721.100

	80
	          52.643.900

	80
	        60.296.900

	80
	      71.425.500

	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Desa
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) 
	8
	8
	

                 

7.839.900

	8
	        11.289.000 
	8
	        11.721.100 

	8
	        17.643.900

	8
	        20.296.900

	8
	        21.425.500

	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 
	2
	2
	

               


25.000.000 

	2
	      25.000.000 

	2
	        30.000.000 

	2
	          35,000.000 

	2
	        40.000.000

	2
	        50.000.000

	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamata
	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarkatan)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan (Unit)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan
	80
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Ruma
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk
	0,43
	0,42
	
800.100
	0,41
	        8.593.500 

	0,32
	        

        20.173.600


	0,20
	                  21.739.100

	0,12
	                22.139.000

	0,04
	               24.885.200 


	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Persentase penyelenggaraan  Ketenteraman dan Ketertiban  Umum yang dikoordinasikan
	80
	80
	



800.100
	80
	        8.593.500

	80
	        15.000.000 

	80
	        15.000.000

	80
	        16.000.000 

	80
	        16.000.000 

	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan (Laporan) 
	12
	
	








	12
	
	12
	        5.000.000

	12
	        5.000.000

	12
	        6.000.000 

	12
	        6.000.000 

	

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat (Laporan) 
	1
	1
	



800.100
	1
	8.593.500
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan
	80
	80
	
	80
	
	80
	           5.173.600 

	80
	             6.739.100 

	80
	           6.139.000 

	80
	          8.885.200 

	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Laporan) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	5.173.600
	1
	6.739.100
	1
	7.573.400
	1
	8.885.200
	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan
	0
	0
	


51.094.500
	0
	          

	0
	        48.443.900 

	0
	          53.234.700 

	0
	        55.167.900 

	0
	        60.706.800

	

	Penyelenggaraan   Urusan   Pemerintahan  Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Persentase Urusan  Pemerintahan  Umum sesuai Penugasan kepala daerah yang di  selenggarakan
	80
	80
	
	80
	          

	80
	48.443.900
	80
	53.234.700
	80
	55.167.900
	80
	60.706.800
	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 
	100
	100
	













  
 51.094.500
	100
	
	100
	        40.000.000 

	100
	          44.000.000
	100
	        45.000.000 

	100
	        50.000.000 

	

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional (Orang) 
	50
	50
	
	50
	          

	50
	8.443.900
	50
	9.234.700
	50
	10.167.900
	50
	10.706.800
	

	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	

	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
	Jumlah Lembaga Masyarakat yangDikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan
	Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan (Dokumen) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

	Persentase anggaran  desa yang mendukung program pemerintah
	47,6
	47,6
	

6.977.800


	47,7
	15.005.000
	47,8
	18.968.800

	47,9
	20.920.100

	48
	21.741.200

	48,1
	      23.978.500 

	

	Fasilitasi,      Rekomendasi      dan      Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Persentase pembinaan dan Pengawasan  yang difasiitasi,  direkomendasi,  dikoordinasikan
	80
	80
	


6.977.800

	80
	15.000.000
	80
	18.968.800

	80
	20.920.100

	80
	61.085.900
	80
	23.978.500
	

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa (Dokumen) 
	1
	1
	




549.700
	1
	3.000.000
	1
	           3.500.000 

	1
	           4.000.000

	1
	           4.000.00 

	1
	           4.000.000

	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 
	1
	1
	



549.700
	1
	2.000.000
	1
	           2.500.000 

	1
	           3.000.000 

	1
	           3.000.000 

	1
	           4.000.000 

	

	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangkaPenerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan) 
	1
	1
	



140.600
	1
	3.000.000
	1
	3.500.000
	1
	4.000.000
	1
	4.000.000
	1
	4.000.000
	

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPerencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) 
	1
	1
	



4.987.500
	1
	4.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	

	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya (Laporan) 
	1
	1
	


750.300
	1
	3.000.000
	1
	
4.468.800

	1
	4.920.100

	1
	5.741.200

	1
	6.978.500
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakann perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian  sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara  rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indicator kinerja  input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance Gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.
Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2025, serta dengan merujuk pada hasil pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 
bersangkutan, capaian kinerja Kecamatan Pasilambena dapat digambarkan, sebagai berikut :
	NO
	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	KEBIJAKAN
	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	TARGET
	REALISASI
	PERSENTASE
	PERMASALAHAN
	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PERMSALAHAN
	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	I
	 
	Kecamatan Pasilambena
	 
	Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan
	2.167.109.000 
	1.958.287.942
	86.40%
	 Sebagian besar kegiatan berjalan sesuai rencana 
	Koordinasi dan komunikasi intens
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi      Kinerja Perangkat Daerah
	33.658.600,-
	33.658.600,-
	             100%
	Jumlah ASN Berkurang
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	6.784.700
	6.784.700,-
	100%
	Capaian Target Terlaksana Dengan Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	6.818.700
	6.818.700,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	4.629.200,-
	4.629.200,-
	100%
	Capaian Target Terlaksana deangan Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	4.603.700
	4.603.700.-
	100%
	Capaian Target Terlaksana deangan Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
	10.822.300


	10.822.300,-

	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.456.902.600
	 1.279.834.952.-
	         88.12%
	Dokumen aset masih terkendala pengguna aset belum lengkap
	Pendataan aset terus dibenahi / disiplin pengguna aset
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
	1.452.893.000,-
	1.283.844.552,-
	88,09% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuanagan Akhir Tahun
	4.009.600
	4.009.600,-
	100% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanagn Bulanan/Triwulan/Semesteran
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 
	175.527.300,-
	175.335.686,-
	         99%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.936.000,-
	1.936.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	21.844.300,-
	21.844.300,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	2.572.000,-
	2.380.386,-
	92,55%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitas Kunjungan Tamu
	46.050.000,-

	46.050.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	103.125.000-
	103.125.000-
	          100%

	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
	95.157.200,-
	91.287.128,-
	           95%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	11.220.000
	7.349.928,-
	65,51% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyedia Jasa Perlengkapan dan Peralatan kantor
	27.980.000
	27.980.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
	       55.957.200,-
	        55.957.200,-
	100% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	       63.412.000,-
	     63.412.000,-
	             100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga
	63.412.000,-
	63.412.000,-
	100% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 2
	 
	 
	 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	  
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 3
	 
	 
	 
	 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 
	   32.839.900,-
	   32.839.900,-
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
		Koordinasi  Pemberdayaan Desa
	25.000.000,-
	25.000.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sinkronisasi Progran Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	25.000.000-,
	25.000.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	7.839.900
	7.839.900
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 5
	 
	 
	 
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
	          800.000,-
	800.000,-
	100%
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraaan Ketentraman da Ketertiban Umum
	
	
	
	  
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Harmonisasi Hubungan dengan Agama dan Tokoh Masyarakat
	800.100,-
	800.1000,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	
	5
	 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  
	41.109.800,-
	41.109.800,-,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahana Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
	41.109.800,-
	41.109.800,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	6
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
	       6.977.800,-
	       6.977.800,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  

	       6.977.800,-
	       6.977.800,-,-
	        100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemetintahan Desa
	       549.700,-
	  549.700,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	     140.600,-
	   140.600,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
	          4.987.500,-

	         4.987.500,-

	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	750.300,-
	750.300
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
	549.700,-

	549.700,-
,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	





Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaia n rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:
85 s/d 100 	: Sangat Berhasil
70 s/d <85 	: Berhasil
55 s/d < 70	 : Cukup Berhasil
0 s/d< 55 	: Tidak Berhasil
[bookmark: page76]Capaian kinerja Kecamatan Pasilambena tahun  sesuai dengan table diatas maka presentasi rata-rata capaian adalah 94,75 %.
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	NO
	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	KEBIJAKAN
	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	TARGET
	REALISASI
	PERSENTASE
	PERMASALAHAN
	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PERMSALAHAN
	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	I
	 
	Kecamatan Pasilambena
	 
	Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan
	2.167.109.000 
	1.958.287.942
	86.40%
	 Sebagian besar kegiatan berjalan sesuai rencana 
	Koordinasi dan komunikasi intens
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi      Kinerja Perangkat Daerah
	33.658.600,-
	33.658.600,-
	             100%
	Jumlah ASN Berkurang
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	6.784.700
	6.784.700,-
	100%
	Capaian Target Terlaksana Dengan Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	6.818.700
	6.818.700,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	4.629.200,-
	4.629.200,-
	100%
	Capaian Target Terlaksana deangan Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	4.603.700
	4.603.700.-
	100%
	Capaian Target Terlaksana deangan Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
	10.822.300


	10.822.300,-

	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.456.902.600
	 1.279.834.952.-
	         88.12%
	Dokumen aset masih terkendala pengguna aset belum lengkap
	Pendataan aset terus dibenahi / disiplin pengguna aset
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
	1.452.893.000,-
	1.283.844.552,-
	88,09% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuanagan Akhir Tahun
	4.009.600
	4.009.600,-
	100% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanagn Bulanan/Triwulan/Semesteran
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 
	175.527.300,-
	175.335.686,-
	         99%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.936.000,-
	1.936.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	21.844.300,-
	21.844.300,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	2.572.000,-
	2.380.386,-
	92,55%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitas Kunjungan Tamu
	46.050.000,-

	46.050.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	103.125.000-
	103.125.000-
	          100%

	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
	95.157.200,-
	91.287.128,-
	           95%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	11.220.000
	7.349.928,-
	65,51% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyedia Jasa Perlengkapan dan Peralatan kantor
	27.980.000
	27.980.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
	       55.957.200,-
	        55.957.200,-
	100% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	       63.412.000,-
	     63.412.000,-
	             100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga
	63.412.000,-
	63.412.000,-
	100% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 2
	 
	 
	 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	  
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 3
	 
	 
	 
	 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 
	   32.839.900,-
	   32.839.900,-
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
		Koordinasi  Pemberdayaan Desa
	25.000.000,-
	25.000.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sinkronisasi Progran Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	25.000.000-,
	25.000.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	7.839.900
	7.839.900
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 5
	 
	 
	 
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
	          800.000,-
	800.000,-
	100%
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraaan Ketentraman da Ketertiban Umum
	
	
	
	  
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Harmonisasi Hubungan dengan Agama dan Tokoh Masyarakat
	800.100,-
	800.1000,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	
	5
	 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  
	41.109.800,-
	41.109.800,-,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahana Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
	41.109.800,-
	41.109.800,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	6
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
	       6.977.800,-
	       6.977.800,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  

	       6.977.800,-
	       6.977.800,-,-
	        100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemetintahan Desa
	       549.700,-
	  549.700,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	     140.600,-
	   140.600,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
	          4.987.500,-

	         4.987.500,-

	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	750.300,-
	750.300
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
	549.700,-

	549.700,-
,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	



Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
 pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaia n rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. 
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:
85 s/d 100 	: Sangat Berhasil
70 s/d <85 	: Berhasil
55 s/d < 70	 : Cukup Berhasil
0 s/d< 55 	: Tidak Berhasil
Capaian kinerja Kecamatan Pasilambena tahun  sesuai dengan table diatas maka presentasi rata-rata capaian adalah 94,75 %.




















B. REALISASI KEUANGAN

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KECAMATAN PASILAMBENA  KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD	:	KANTOR CAMAT PASILAMBENA
BELANJA	:	LANGSUNG


	SKPD  : KECAMATAN PASILAMBENA
	
	
	
	
	
	
	
	Keadaan Bulan : Desember 2025
	

	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	NO.
	URAIAN KEGIATAN
	JUMLAH DANA        (Rp.)
	BOBOT (%)
	REALISASI KOMULATIF (%)
	REALISASI TERTIMBANG (%)
	SISA DANA    (Rp)
	MASALAH YANG DIHADAPI
	PEMECAHAN MASALAH
	PERSENTASE KEMAJUAN PENGADAAN BARANG/JASA

	
	
	
	
	FISIK
	KEUANGAN  
	FISIK
	KEUANGAN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Rp.) 
	(%)
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	I
	 
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	1.921.665.000
	100,00
	 
	 
	86,67
	1.665.491.266
	86,67
	256.173.734
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.839.937.400
	95,75
	86,40
	86,40
	82,72
	1.589.642.066
	82,72
	250.295.334
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	33.658.600
	1,75
	52,31
	52,31
	0,92
	17.607.000
	0,92
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
	6.784.700
	0,35
	100,00
	100,00
	0,35
	6.784.700
	0,35
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	6.818.700
	0,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	4.629.200
	0,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	4.603.700
	0,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	10.822.300
	0,56
	100,00
	100,00
	0,56
	10.822.300
	0,56
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.456.902.600
	75,81
	88,12
	88,12
	66,81
	1.283.844.552
	66,81
	173.058.048
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.452.893.000
	75,61
	88,09
	88,09
	66,60
	1.279.834.952
	66,60
	173.058.048
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	4.009.600
	0,21
	100,00
	100,00
	0,21
	4.009.600
	0,21
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	7.299.700
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	7.299.700
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	175.527.300
	9,13
	 
	 
	0,00
	153.491.386
	7,99
	191.614
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.936.000
	0,10
	100,00
	100,00
	0,10
	1.936.000
	0,10
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	21.844.300
	1,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	2.572.000
	0,13
	92,55
	92,55
	0,12
	2.380.386
	0,12
	191.614
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	46.050.000
	2,40
	100,00
	100,00
	2,40
	46.050.000
	2,40
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	103.125.000
	5,37
	100,00
	100,00
	5,37
	103.125.000
	5,37
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	95.157.200
	4,95
	66,53
	66,53
	3,29
	63.307.128
	3,29
	3.870.072
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	11.220.000
	0,58
	65,51
	65,51
	0,38
	7.349.928
	0,38
	3.870.072
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	27.980.000
	1,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	55.957.200
	2,91
	100,00
	100,00
	2,91
	55.957.200
	2,91
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	71.392.000
	3,72
	100,00
	100,00
	3,72
	71.392.000
	3,72
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	63.412.000
	3,30
	100,00
	100,00
	3,30
	63.412.000
	3,30
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.980.000
	0,42
	100,00
	100,00
	0,42
	7.980.000
	0,42
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	32.839.900
	1,71
	100,00
	100,00
	1,71
	32.839.900
	1,71
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	32.839.900
	1,71
	100,00
	100,00
	1,71
	32.839.900
	1,71
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	7.839.900
	0,41
	100,00
	100,00
	0,41
	7.839.900
	0,41
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	25.000.000
	1,30
	100,00
	100,00
	1,30
	25.000.000
	1,30
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	3
	 
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	800.100
	0,04
	100,00
	100,00
	0,04
	800.100
	0,04
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	800.100
	0,04
	100,00
	100,00
	0,04
	800.100
	0,04
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	800.100
	0,04
	100,00
	100,00
	0,04
	800.100
	0,04
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	4
	 
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	41.109.800
	2,14
	100,00
	100,00
	2,14
	41.109.800
	2,14
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	41.109.800
	2,14
	100,00
	100,00
	2,14
	41.109.800
	2,14
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	           41.109.800 
	2,14
	100,00
	100,00
	2,14
	41.109.800
	2,14
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	5
	 
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	6.977.800
	0,36
	15,76
	15,76
	0,06
	1.099.400
	0,06
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	6.977.800
	0,36
	15,76
	15,76
	0,06
	1.099.400
	0,06
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	                549.700 
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	                140.600 
	0,01
	390,97
	390,97
	0,03
	549.700
	0,03
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
	             4.987.500 
	0,26
	11,02
	11,02
	0,03
	549.700
	0,03
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	                750.300 
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
	                549.700 
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	 
	 
	 

	TOTAL ANGGARAN
	1.921.665.000
	100,00
	 
	 
	86,67
	1.665.491.266
	86,67
	256.173.734
	 
	 
	 








Tc. 27 RENSTRA 2025 – 2026 (realisasi)
	Bidang Urusan Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output
	Indikator  (Outcome) / (Output)
	Baseline 2024
	Target dan Pagu Indikatif Tahun
	Ket

	
	
	
	
Tahun 2025
	Tahun 2026
	Tahun 2027
	Tahun( 2028
	Tahun 2029
	Tahun 2030
	

	
	
	Target
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	KECAMATAN PASILAMBENA
	
	
	
	
1.931.649.700


	
	1.541.741.200

	
	
2.196.335.800


	
	
2.129.647.700

	
	
2.156.709.600


	
	2.233.348.100

	

	PROGRAM  PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase Capaian Realisasi Anggaran 
	86
	87
	
1.839.937.400
	75
	
1.481.853.700


	73
	

2.045.890.400

	74
	1.960.289.800

	75
	1.977.746.700

	80
	2.032.500.200

	

	
	Persentase Capaian Kinerja OPD
	91
	
	
	80
	
	82
	
	84
	
	85
	
	86
	
	

	
	Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD
	91
	
	
	95
	
	97
	
	98
	
	99
	
	100
	
	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu
	80
	80
	
                 


   33.658.600
	80
	        
        7.245.400 

	80
	        
        19.910.000 


	80
	          
        19.910.000 
 

	80
	        
        19.910.000 


	80
	        19.910.000 

	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 
	1
	1
	


10.822.300
	1
	
	1
	
	1
	          

	1
	          

	1
	          

	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 
	2
	2
	
                    13.603.400

	2
	        2.436.400 

	2
	9.955.000
	2
	          
           9.955.000 


	2
	          
           9.955.000 


	2
	          
           9.955.000 


	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 
	2
	2
	
                    9.232.900 

	2
	        4.809.000 

	2
	9.955.000
	2
	           9.955.000 

	2
	          
           9.955.000 


	2
	          
           9.955.000 


	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
	80
	80
	
             

1.456.902.600
	80
	   
   1.255.341.000

	80
	   1.639.444.800 
	80
	     1.460.119.800 
	80
	   1.532.265.100

	80
	   1.542.744.500

	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 
	14
	11
	
             
1.452.893.000
	11
	   1.251.293.000

	11
	1.161.680.800 
	11
	1.161.680.800
	11
	1.161.680.800
	11
	1.161.680.800 
	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 
	1
	1
	




     4.009.600
	1
	     4.048.000
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu
	80
	80
	
                      

7.299.700

	80
	          7.047.000
	80
	          7.820.900 

	80
	                                 7.820.900 
 


	80
	                       7.820.900 


	80
	                       7.820.900 
 

	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen) 
	4
	4
	
                     


	4
	           

	4
	          7.820.900 

	4
	                       7.820.900


	4
	             7.820.900 
	4
	             7.820.900

	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 
	4
	4
	


  7.299.700
	4
	7.047.000
	4
	
	4
	
	4
	
	4
	
	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik
	80
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket) 
	11
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 
	11
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	
	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase pemenuhan administrasi umum  kantor
	80
	80
	
               
175.527.300
	80
	      
      91.023.100 


	80
	            
      276.351.500 


	80
	   
        312.880.000 

	80
	      312.880.000 

	80
	      312.880.000 

	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket) 
	1
	1
	                 


1.936.000

	1
	        

	1
	        34.064.000 

	1
	          30.000.000 

	1
	          30.000.000 


	1
	          30.000.000 


	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket) 
	1
	1
	

       21.844.300
	1
	

21.448.100
	1
	

30.000.000
	1
	

30.000.000 

	1
	

30.000.000 

	1
	

30.000.000 

	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket) 
	2
	2
	
                    2.572.000

	2
	        6.500.000 

	2
	           9.407.500 

	2
	          10.000.000 

	2
	          10.000.000 

	2
	          10.000.000 

	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 
	2
	2
	
                    

	2
	          

	2
	          2.880.000 

	2
	          2.880.000 

	2
	          2.880.000 

	2
	          2.880.000 

	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 
	1
	1
	

46.050.000
	1
	4.950.000
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 
	129
	70
	
               103.125.000 

	129
	      58.125.000

	123
	      200.000.000 

	128
	        240.000.000 

	128
	        240.000.000 

	128
	        240.000.000 

	

	Pengadaan   Barang   Milik   Daerah   Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah
	80
	80
	

	80
	
	80
	        

	80
	        
          56.615.900 


	80
	        

	80
	        
        46.281.600 


	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
          21.615.900 

	1
	
	1
	
                  25.000.000 


	

	Pengadaan Mebel
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	2
	          15.000.000 

	1
	30,000,000
	1
	          

	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	          20.000.000 

	1
	36,972,580
	1
	          
        21.281.600 


	

	Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	80
	80
	
                

  95157.200
	80
	        
        
79.067.200

	80
	        87.863.200
	80
	          87.863.200

	80
	        87.863.200

	80
	87.863.200 
	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 
	12
	12
	
                    


   11.220.000
	12
	          11.460.000 

	12
	           6.360.000 

	12
	           6.360.000 

	12
	           6.360.000 

	12
	           6.360.000 

	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 
	1
	1
	




   27.980.000
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan) 
	17
	17
	
                 

55.957.200

	18
	        67.607.200 

	18
	        81.403.200 

	18
	        81.403.200 

	18
	        81.403.200 

	18
	        81.403.200 

	

	Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
	80
	80
	
                 

71.392.000 

	80
	   42.130.000     
	80
	        14.500.000 

	80
	          15.000.000 

	80
	        17.007.500 

	80
	        15.000.000 

	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 
	7
	7
	
                 63.412.000

	7
	
21.800.000 

	7
	
14.500.000 

	7
	
          15.000.000 

	7
	
          15.000.000 

	7
	
          15.000.000 

	

	Pemeliharaan Mebel
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	           2.007.500 

	1
	
	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 
	1
	1
	


7.980.000
	1
	20.330.000
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP
	94
	0
	 
	0
	
	96
	        21.138.000 

	97
	          20.820.100 

	98
	        19.617.900 

	99
	        19.851.600 

	

	Koordinasi           Penyelenggaraan           Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Persentase kegiatan penyelengaraan  pemerintahan yang fasilitasi dan dikoordinasikan
	80
	80
	
	80
	
	80
	        10.461.000 

	80
	          15.000.000 

	80
	          10.000.000 

	80
	          10.000.000

	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	        10.461.000 

	1
	15.000.000
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Persentase Kegiatan Urusan  yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	80
	80
	
	80
	
	80
	        10.677.000 

	80
	          11.285.100 

	80
	        9.617.900 

	80
	        9.851.600 

	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Laporan) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	10.677.000

	1
	5.820.100

	1
	9.617.900 

	1
	9.851.600

	

	Pelaksanaan      Urusan      Pemerintahan      yang
Dilimpahkan kepada Camat
	Persentase kegiatan Pelaksanaan Urusan  Pemerintahan  yang  dilimpahkan Kepada Camat
	80
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) 
	1
	
1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkaitdengan Non Perizinan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan (Laporan) 
	1
	
1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 
	1
	
1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
	97
	98
	
               32.839.900 

	100
	      
      36.289.000 


	100
	      
        41.721.100

	100
	          
          52.643.900 


	100
	        
        60.296.900
 

	100
	            71.425.500 


	

	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
	75
	75
	
	80
	
	85
	
	90
	
	95
	
	100
	
	

	
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu
	100
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	

	
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan
	80
	80
	
	80
	
	85
	
	90
	
	95
	
	98
	
	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Persentase Kegiatan  Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan
	80
	80
	
               32.839.900

	80
	      36.289.000

	80
	        41.721.100

	80
	          52.643.900

	80
	        60.296.900

	80
	      71.425.500

	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Desa
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) 
	8
	8
	

                 

7.839.900

	8
	        11.289.000 
	8
	        11.721.100 

	8
	        17.643.900

	8
	        20.296.900

	8
	        21.425.500

	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 
	2
	2
	

               


25.000.000 

	2
	      25.000.000 

	2
	        30.000.000 

	2
	          35,000.000 

	2
	        40.000.000

	2
	        50.000.000

	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamata
	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarkatan)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan (Unit)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan
	80
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	80
	
	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Ruma
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk
	0,43
	0,42
	
800.100
	0,41
	        8.593.500 

	0,32
	        

        20.173.600


	0,20
	                  21.739.100

	0,12
	                22.139.000

	0,04
	               24.885.200 


	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Persentase penyelenggaraan  Ketenteraman dan Ketertiban  Umum yang dikoordinasikan
	80
	80
	



800.100
	80
	        8.593.500

	80
	        15.000.000 

	80
	        15.000.000

	80
	        16.000.000 

	80
	        16.000.000 

	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan (Laporan) 
	12
	
	








	12
	
	12
	        5.000.000

	12
	        5.000.000

	12
	        6.000.000 

	12
	        6.000.000 

	

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat (Laporan) 
	1
	1
	



800.100
	1
	8.593.500
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan
	80
	80
	
	80
	
	80
	           5.173.600 

	80
	             6.739.100 

	80
	           6.139.000 

	80
	          8.885.200 

	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Laporan) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	5.173.600
	1
	6.739.100
	1
	7.573.400
	1
	8.885.200
	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan
	0
	0
	


51.094.500
	0
	          

	0
	        48.443.900 

	0
	          53.234.700 

	0
	        55.167.900 

	0
	        60.706.800

	

	Penyelenggaraan   Urusan   Pemerintahan  Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Persentase Urusan  Pemerintahan  Umum sesuai Penugasan kepala daerah yang di  selenggarakan
	80
	80
	
	80
	          

	80
	48.443.900
	80
	53.234.700
	80
	55.167.900
	80
	60.706.800
	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 
	100
	100
	













  
 51.094.500
	100
	
	100
	        40.000.000 

	100
	          44.000.000
	100
	        45.000.000 

	100
	        50.000.000 

	

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional (Orang) 
	50
	50
	
	50
	          

	50
	8.443.900
	50
	9.234.700
	50
	10.167.900
	50
	10.706.800
	

	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	

	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
	Jumlah Lembaga Masyarakat yangDikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan
	Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan (Dokumen) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

	Persentase anggaran  desa yang mendukung program pemerintah
	47,6
	47,6
	

6.977.800


	47,7
	15.005.000
	47,8
	18.968.800

	47,9
	20.920.100

	48
	21.741.200

	48,1
	      23.978.500 

	

	Fasilitasi,      Rekomendasi      dan      Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Persentase pembinaan dan Pengawasan  yang difasiitasi,  direkomendasi,  dikoordinasikan
	80
	80
	


6.977.800

	80
	15.000.000
	80
	18.968.800

	80
	20.920.100

	80
	61.085.900
	80
	23.978.500
	

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa (Dokumen) 
	1
	1
	




549.700
	1
	3.000.000
	1
	           3.500.000 

	1
	           4.000.000

	1
	           4.000.00 

	1
	           4.000.000

	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 
	1
	1
	



549.700
	1
	2.000.000
	1
	           2.500.000 

	1
	           3.000.000 

	1
	           3.000.000 

	1
	           4.000.000 

	

	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangkaPenerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan) 
	1
	1
	



140.600
	1
	3.000.000
	1
	3.500.000
	1
	4.000.000
	1
	4.000.000
	1
	4.000.000
	

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPerencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) 
	1
	1
	



4.987.500
	1
	4.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	

	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya (Laporan) 
	1
	1
	


750.300
	1
	3.000.000
	1
	
4.468.800

	1
	4.920.100

	1
	5.741.200

	1
	6.978.500
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasilambena selain merupakan media atau alat komunikasi pertanggungjawaban, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan Kinerja Pemerintah. selain sebagai sarana pertanggung jawaban, LAKIP juga dapat digunakan sebagai sarana introspeksi diri, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis (Good Government) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pasilambena. Disamping itu LAKIP juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang baik.
Pada hakekatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban dari kinerja Camat Pasilambena yang telah dicapai tahun sebelumnya atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya manusia serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada camat terhadap penggunaan anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan selama kurung waktu satu tahun, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasilambena Anggaran  ini dapat dikatakan SANGAT BERHASIL atau 94.75% penggunaan anggaran pada Tahun 2025, dimana hal ini dapat dilihat pada tabel pada halaman sebelumnya. Namun demikian harus disadari dalam pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kita semua mawas diri dan melakukan pembenahan untuk menghadapi tantangan baru kedepannya.
Adapun dampak dan manfaat dari pelaksanaaan dan kegiatan dimaksud masih berupa data kuantitatif dan pada akhirnya akan merujuk pada data kualitatif, hal ini adalah imbas positif dari mulai bersinerginya bagian-bagian dalam organisasi pemerintahan Kecamatan Pasilambena.
Secara khusus pembiayaan anggaran operasional yang diperlukan sangat mempengaruhi dalam pencapaian kinerja yang optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja kebijakan teknis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Kecamatan Pasilambena pada Tahun Anggaran  yang belum terselesaikan. 
Hal tersebut tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dalam segi teknis maupun non teknis operasional. Anggaran yang digunakan utuk mencapai hasil optimal seperti yang tergambar dari realisasi presentase fisik keuangan anggaran tahun 2025.
Di masa mendatang diharapkan seluruh program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kecamatan yang juga merupakan tugas pelimpahan wewenang yang diberikan harus disertai dengan dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga sasaran sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat tercapai.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Pasilambena Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, demi terciptanya sinergitas lembaga-lembaga pemerintahan di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan kemasyarakatan dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Bersih, Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum, Sejahtera dan Mandiri.


Latokdok, 1 Januari  2026

Camat Pasilambena




ANDI IRWAN, S.Pd., MM.
Pangkat/Gol. : Pembina/IV.a
NIP. : 19820314 200604 1 015
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